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PERATURAN BUPATI LANDAK 
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TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6995, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 



---------------------------------------------------- - - 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85); 

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6883); 

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan 
Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6884); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6906); 

29. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 
2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1 1 ) ;  

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) Tambahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 



tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); 

3 1 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / 
Atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734); 

36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi 
Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1224); 

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Pemotongan 
Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah / Bantuan Pendanaan Yang Tidak 
Memenuhi Kewajiban Hibah / Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1050); 

38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518); 

39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Pemotongan 



Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1348); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41  Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 

4 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.07 /2020 tentang Tata Cara Penundaan 
Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan 
Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560); 

45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07 /2019 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

4 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, 



Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1513); 

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, 
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514); 

49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk 
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 510); 

50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91  Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil Perkebunan Sawit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715); 

5 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk 
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 
Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758); 

52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 1 0  Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja 
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

53. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif 
Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 932); 

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 648); 

55. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan 
Dan/ Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235); 

56. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif 
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 
Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 



57. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam 
Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota; 

58. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7 /2024 tentang Penandaan Rincian 
Belanja Daerah Yang Telah Ditentukam Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam 
Angaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah; 

59. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 .  15.5-3406 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 98); 

61 .  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 



Memperhatikan 

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 97); 

65. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734); 

66. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41) ;  

67. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2024 Nomor 20); 

1 .  Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-l 16/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian 
Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025; 

2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2/5708/SJ tentang Pelaksanaan 
Penginputan Aplikasi E-Setda Dalam Rangka Evaluasi Kelembagaan dan Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; 

3. Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1.14.3/2024/BAPENDA-C tentang 
Penyampaian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Daerah Kalimantan Barat untuk Tahun 
Anggaran 2025; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER- 1 /PK/2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Rekening Surat 
Berharga Pada Sub-Registry Dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi 
Umum Dalam Bentuk Nontunai; dan 



5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Nomor 903/ 1667 /II-BPKAD Tahun 2024 Tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahapan Penyesuaian Hasil 
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah 
Kabupaten Landak. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Perda. 
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalm periode 

tahun anggaran berkenaan. 
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

Pasal2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. l.441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus 



Empat Puluh Satu Miliar Tujuh belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pasal 4 

( 1 )  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.972.660.000,00 (Sembilan 
Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh Empat 
Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua Puluh Delapan 
Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 
7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah). 

(5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 
28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pasal 5 

(1)  Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh 
Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Reklame; 
b. Pajak Air Tanah; 
c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan; 
e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 



f. Pajak Barang clan Jasa Tertentu; clan 
g. Opsen Pajak Kenclaraan Bermotor; 

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a clirencanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta 
Rupiah). 

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b clirencanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). 

(4) Pajak Mineral Bukan Logam clan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c clirencanakan sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). 

(5) Pajak Bumi clan Bangunan Perclesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cl clirencanakan sebesar Rp. 
3.850.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 

(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah clan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e clirencanakan sebesar Rp. 
5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). 

(7) Pajak Barang clan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.682.000.000,00 (Dua 
Betas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). 

(8) Opsen Pajak Kenclaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf g clirencanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 
(Tiga Belas Miliar Rupiah). 

Pasal6 

( 1 )  Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b clirencanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua 
Puluh Delapan Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; clan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a clirencanakan sebesar Rp. 27.488.240.000,00 (Dua Puluh 
Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b clirencanakan sebesar Rp. 354.420.000,00 (Tiga Ratus Lima 
Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). 



(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus 
Lima Puluh Delapan Juta Rupiah). 

Pasal 7 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 
7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 
Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal 8 

( 1 )  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 
28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; dan 
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 

(3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pasal9 

(1 )  Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. l.300.544.732.000,00 (Satu Triliun 
Tiga Ratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah; 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 
l.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 
Dua Ribu Rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 
(Empat Puluh Miliar Rupiah). 



Pasal 10 

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
l.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 
Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Dana Desa; 
b. Dana Bagi Hasil; 
c. Dana Alokasi Umum; dan 
d. Dana Alokasi Khusus. 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.255.638.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua 
Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.442.119.000,00 (Empat Puluh 
Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). 

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 789.932.117.000,00 (Tujuh Ratus 
Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). 

(5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 269.914.858.000,00 (Dua Ratus 
Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

Pasal 1 1  

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 
(Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak. 

Pasal 12 

(1)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 
28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Pendapatan Hibah; dan 
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 



(3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pasal 13 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. l .441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat 
Puluh Satu Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

Pasal 14 

( 1 )  Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. l .049.262.120.813,00 (Satu 
Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas 
Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Hibah; dan 
d. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam Ratus Tujuh 
Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga 
Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). 

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam 
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). 

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta 
Rupiah). 



Pasal 15 

( 1 )  Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam 
Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang 
terdiri atas : 
a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara; 
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara; 
d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan 
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp. 
446.500.214.257,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima 
Puluh Tujuh Rupiah). 

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 
198.490.394.465,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh 
Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). 

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.706.973.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh 
Puluh Tiga Ribu Rupiah). 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 23.804.605.236,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh 
Enam Rupiah). 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 145.001.172,00 (Seratus Em pat Puluh Lima Juta Seri bu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 614.200.000,00 (Enam Ratus Empat Belas Juta Dua 
Ratus Ribu Rupiah). 



Pasal 16 

(1) Belanja Harang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga 
Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), 
yang terdiri atas : 
a. Belanja Harang; 
b. Belanja Jasa; 
c. Belanja Pemeliharaan; 
d. Belanja Perjalanan Dinas; 
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; 
f. Belanja Harang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan 
g. Belanja Harang dan Jasa Sadan Layanan Umum Daerah. 

(2) Belanja Harang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 127.007.598.790,00 (Seratus Dua Puluh 
Tujuh Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah). 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.904.115.702,00 (Delapan Puluh 
Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.596.471.400,00 (Lima Miliar 
Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah). 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.156.961.791,00 (Empat 
Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu 
Rupiah). 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf e direncanakan sebesar Rp. 191.750.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

(7) Belanja Harang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf f direncanakan 
sebesar Rp. 72.523.806.000,00 {Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah). 

(8) Belanja Harang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf g direncanakan sebesar Rp. 
25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). 



Pasal 17 

(1)  Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam 
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; 
b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan 
c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 

(2) Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.915.000.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah). 

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 
1.886.680.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 

(4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 843.440.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 18 

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta 
Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. 

Pasal 19 

( 1 )  Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.577.599.687,00 (Seratus 
Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan 
Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 
f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh 



Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00 
(Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.436.361.120,00 
(Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah). 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d direncanakan sebesar Rp. 
55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh 
Dua Rupiah). 

(6) Belanja ModalAset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  hurufe direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat 
Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus 
Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). 

Pasal 20 

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh 
Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil Lainnya. 

Pasal 21  

(1 )  Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00 
(Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), 
yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Alat Angkutan; 
b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; 
c. Belanja Modal Alat Pertanian; 
d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; 
e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; 
f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 
g. Belanja Modal Alat Laboratorium 



h. Belanja Modal Komputer; 
1. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; 
J. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; 
k. Belanja Modal Alat Peraga; dan 
I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 

(2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.220.411.400,00 (Delapan 
Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah). 

(3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol 
Rupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.390.100,00 (Enam Belas 
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah). 

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 
1.745.133.700,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah). 

(6) Belanja Modal Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 
2.511.585.500,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). 

(7) Belanja Modal Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 
2.150.256.260,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah). 

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf g direncanakan sebesar Rp. 226.153.100,00 (Dua 
Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah). 

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.531.429.885,00 (Dua Miliar 
Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). 

(10) Belanja Modal Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 
927.520.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). 

( 1 1 )  Belanja Modal Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 

(12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 149.986.800,00 (Seratus 
Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). 



(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf I 
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). 

Pasal 22 

(1 )  Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 
62.436.361.120,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua 
Puluh Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan 
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 
60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh 
Rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 
658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal23 

(1)  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 
60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh 
Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor; 
b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan; 
c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan; 
d. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan 
e. Belanja Modal Bangunan Parkir. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
6.354.253.890,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan 
Puluh Rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.956.886.000,00 
(Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). 



(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar Rp 
47.481.681.230,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua 
Ratus Tiga Puluh Rupiah). 

(5) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 
(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 

(6) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.226.400.000,00 (Satu 
Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal24 

(1)  Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 
658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I; 
b. Belanja Modal Rumah Negara Golongan II; clan 
c. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III. 

(2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 
(Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). 

(3) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). 

(4) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.270.000,00 
(Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 25 

(1)  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 
55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh 
Dua Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 
b. Belanja Modal Bangunan Air; dan 
c. Belanja Modal Jaringan. 



(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.099.426.584,00 
(Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat 
Rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp. 832.000.000,00 (Delapan 
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah). 

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.034.589.338,00 (Dua Miliar 
Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). 

Pasal26 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat 
Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan 
Perpustakaan. 

Pasal 27 

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus 
Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak 
Berwujud. 

Pasal28 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh 
Miliar Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 29 

(1)  Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 241.177.671.500,00 (Dua 
Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang 
terdiri atas : 
a. Belanja Bagi Hasil; dan 



b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.807.266.000,00 (Lima Miliar 
Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.370.405.500,00 (Dua 
Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Pasal30 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah), 
yang terdiri atas : 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 31  

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua 
Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 
Pembiayaan. 

Pasal 32 

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua 
Miliar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal33 

(1 )  Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar 
(Rp. 18.000.000.000,00) (Minus Delapan Belas Miliar Rupiah). 

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 
Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah). 



Pasal 34 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 

1 .  Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. 

9. Lampiran VIII 

10.  Lampiran IX 

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Bagi Hasil / Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan 

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 



Pasal35 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal36 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 



Pa:saJ 37 

Peraturan Bupari ini mirlai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar ·'.;lel;iap orang mengetahuinya, mernerintahkan perrgundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Da.erah 
Kahupaten Landak. · 
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Kab. 'Landa�. 19 Oesember 2024 

Pi 13upa1, 

no 

Dr . .GUTMEN NA!NGGOLAN. S.Fi. M.lium 

Saffnan sesual dengan aslfnya· 

i?IL KEP7t1AN HUK_UM. 

Y���rA. SH NIP. 19831228 200904 2 003 



Hlt:>ah Baru,:,a ua,,g K/l,BUPATEN LANOAK 
DAFT AR NAM/< PENERIMA. A_LAA1AT D_AN BESARAN 

ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG OITERIMA SBRTA SKPO.PEMBERT 1-!IBAH 
TAHUN ANGGAAAN 2-0.25 

Lar'nplFRh lllA P.(:trsiuran K�pata Daera'h 
N0(1101 26 renun 2024 

fan.gg;al 19 .De,;iimbor Z024 

NO NAMA P!::NERIMA Al.A.MAT i>EJ,IE�fM JUMLAH (Rp)' 
. 

Ssdu_n t<v&slU_iiu'J '8_8'111&:e den 'pQIJJ:Uc 

Peojfustlnan 8.a:han f)e,ul'l1!J.$.Jn �obljakao di Bfdang Ke\ahanan Ek_Qnon1l
1 

So�!;ll
1
_B�d�y;1 d_r.1ry Fa_sll_ltssl Ponungil_h_QD 

Pehyala�unaan N<JrkOtll<:a .. F.astlltas(l:(eru�urtan ,Ul")1a,t,f.}eragama Qa11 Penghayai )(_eparcayaan di Itiaerah 

, Fo,um Keruktinan uma�·aar-agao.g3 
Jin. Pange,an Aliandl RllJ')I Jatur II !ilg�],�ng 200.000.oou:ou. Kon1p1e� Perumahan,O;nas B.aJI P"�rma1 No t> 

.JUMLA.1:1 MI_BAII P'ADA,SUB KEGIAi'AN zoo.oeo.ooono 

P�,:tylf.SllD.al'.I B"at,.rn 'p$r'llJP�s_a:n K�bljak·:ln di Bidang Pil.ndidikan Pclltlk. Etllta Buda�a Po!ilik, Pe:nUfgkatil11 OEt!l'H)kJ'aSl't. 
faslll\a_s Ke-len1bagaan PEt_nn:,ri_n_t.a_hal)

1 
Pe.rwrutflan d.an Pa.rtiil PolitiJi., Pemlllhen UmumJPemlllhan Umuni Kepiil&'.Oaerah. sena 

Peman.�u�n Sll1Ja1Ji Po)_ltl� di Oae1:uh 

2 IP.artll Nasitm:itl OetnoKral (�stJani\ )111. Ngauan�- Poml:m.>k Krn.2 Ngu],\m(r 284,�68.00IMO' 

s PRrtal (,o,altan lml!l,,el• ·rsayi, Jlo, Gu,a llfa11dl Ren, 1o1gab_a11g 2•0.8�6.QOO,PI) 

I Partal �1no1<.�l J1,n. r.JgaB_m,_9:Ptm1i1:1riak. Km.2: Ngabii11g 171 62�000.00 

5. Parral Gol0f'fla�·i<a,ya 1Gc11•ari 
Jfrt Raya �9�11g� SangQlll1 P.:.d81J1 �nrJu 15B.75 UOO,ll\l 
Ngafjaf'�( 

B. F'W'l�l :oem0kras1 lril101JEIS1S F'(lrJu.c1ngs,, Jlru Nga.hang· P.Qntlerfak Km.2 NgabanSI' i>7Jil920,.ffil0,QU 

JJ.R��· N�abang Pontlan.sk No.Klyl 4.,Amboyo 
7· .PHh:a1 S,,t1d::-irilaa:JrrdaJ1es!(l 1nq

1 
xee, Ngaoang, t<.ap1;1P:-lten LanaaK, 14�.d60.00'Q.OO 

Kalrmarttan.Barat- · 

' 
a P-,utal 'KEtOanglc'.ttari San8sa1 Lll11. G�I A.f_ert:d_l Rani Btn ·sall P.e.rrrsl No.P.2: 84.2l!0.000,00 

s 1';,1:,,,M1unat r.Ja_s.11,n.JI JI Ngsoaog•PQ�l!BMij Km, 2 Ngat:,ang 't,4,, 60.000,00 

I 
Parta1 liall Nura,·, RaKyeUHanVr!II Jin. t.Jgf:lban�:}- PantiEln.:1k. Km.a N9aUtir1� 163.ijf)D,000.00 

ru 

JIJ.MLA,H \-IIBl;H PADA SUB KEGIATAN i 886_.61!0· oon,oo 

P.orurno'-afJ KebUak"t\ Te�T1ls di Bldang 1;1eologl Wawa.san Kpbangsa�_n, B"ela,�egill_ra, 1(111-a_k_l_•r 6s:n�a. P&nib_aii�O..O 
Ke'6angsaa1'1 Bf"e"k:& Tun_ggal lk,"!1 dan SejaN,f'I K'eb_,ngsaan 

1l ·paru·m 'Pembar1ra·n KA6$"9!;taart .Jln1 Pas;fa1 K�iya.NQabang·J.,.tl:Jngg�k 5(1:000 000,00 

""U I  I  1.: 1 "' "' 1 1  I  "'  ' .  



- 

NO NA.MA PENERIMA ALM!AT PENERIMA JUMUIH (Rp) 
. 

03 DPC PBtnbda BQtak. Bersatu KatJ. Lllndsk Du:.t1n Arn1m1•Sa.9s I Rl.003/Rw. 001 Qesa An1boyu Mli Ker,.:. NQ,lbttng o,ioun J\m""' Sa�a 1.RLDQ3/RW. 00'1 Desa 
so.onMoo,pb Aint>oyo-lr,11 Kee. Ngaoong 

o4 Pondok P&satllfert Nurul Islam oesa Hlllf 1er\9al"1 Ket. Ng<'lbang 0- Hiii( Tengi,h Ks,:. Ngn_b1i'1!! 4MOll.OQO,OO 

6\> U11M!"'1t.� Karolik Santo Ag11shnui; HIPPO JI. liqi,g i<e<-.Ngab11ng JI. ll!lnQ Keo. Ngabang ,so.ooo.uoo:oa . 

. 

66 P�edUan Tl"IIQI Ngatiang K<n:: Nl)eba">! Kee.. NgElbntn!) 50 00£4,000.00 

6.7 f'\\liJa Ka_t,..B.., P�nlleoak Porfi1ensk 1.000.000.000.00 

JUMLAl1 HIBAR PADA SUB KEGIATAN 4 B761Dor)J1'>00,00 
- 

JUMLAH [:1IBAtf PA!iA SKPO Sokrotarllll. Daer.ih 4 976JlOP.OU0,00 

•Kab; L�nd�II. 19 De.semb,u 2024 

Pj Bup."11 

TID 

Or .G_UTMEN NAJN!,GOLAN, S�-1. !vi.Hum 

Salfnan,sesual dengan.asl)nya 
PU. KEPAI.A·BAGIAN HUKUM. 

!P.,SH 
NIP, 19831228 200904 2 003. 



umpll>m ,v� l'•rat_ur.ni KiijJl)J,) o .... reh 

NorT\O.r • 25 Ta ti Un ..2024 

Tun99ar: 19 o es e,n�et 202A 

KAB.lll>ATEN LANOAK 

QAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMA.1' DAN BESA.RAN 

ALOKASI BANTUAN S0SIAL BERUPA llANG YANG OITE.RfMASERTASl<.PD PE.MBERl BANTUAN SOSIAL 

TAHUNANGGARAN2025 

NO. NANIA PEl(ElllMA ·A�Nl!I, 1 PENERIM4· �UMLAH lRl>J 

Sekreta :iit c;,.aa�f, 

Pelakrinaall KeblJaka,1. Evalu.asf • .tfa" C.i!palan K'ltJerj; T:e,ka)'t'KCse!Ja't,te.l'aaf'I Soslal 

1 SANSOS NG'.A.BANG 200.00.0.000.00 

JllMLAH BANSOS PAi>A·SVB !<EGlAIAN 200.000.000,pO' 

' 
JUMI.AM ,13ANSOS PADA SKPD Sekret•rlat p�,ra� zoo.000cooo.® 

Kab. l2Mek, 19 Desemt>er 2024 

PJ B11palf 

TTD 

·or. GlflMEN NArNGGatAN. S,H .. M.Hum· 

$.3/inan s�l i!engan.aslii:lya 
PII. KEPALA BAGIAN l:liJKU.M, 

Yi.SH 
Nti" .. 198.31i28 ;!00904 2 003 

t1J•L. •,.lj I 



Lamplran \/h '�re:tu·fJUl �eJ,rala Oa1:1teh 

NOrnor , -25 rr ahun 21J24 

T.inggal. 10 o-ber2U'l� 

i<AS\Jl'ATEN LAND'.AK 
DAFTAR NAMA P-ENERlMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTU AN KEUANGAN 

BER�IFAT KHUSUS YANG D!TERJMA SERTA_SKPD Pt(MBERIBANTUAN KEUAN.GAN 
1'AHUN ANGGARAN-2025 

NO NAMA P:ENERIMA A_LAM .. T �f;NERIMA JUMLAH l�P). 

Badaf] PengeJol�an Ke.ul\n�Hllf �an·A�l tlvem_h 

Analfsls Peron(:'.1!1naan din Pcfiy.tlufan Bantuan K6uangao 
' 

1 B�tJ.alrn�g 489.600,260,00 

2 Dara !tam I 
I •60.851' 139.00 

a Bal�I Pi;IJUf,\lan 429:e;i.1,!!�5,.00 

g Ans,a,, remb.'i!Wang 529.0R 483.00 

5 "?a'l111si k11ir �51-7%>4 764,00 

B. Kay.u llfl! 4-111..105186.ll,.1 

7 Tuhang Rs-� 5P$:li00.0:1o,QO 

B .Jellll'Po' !>18597 752.00 

9 M&r1dcr Klr""'1 ..t-75.B 16.,120.!lll 

' 
1U S<!l<a15 4&1.er:z..ni.00 

1 1  ?.ap\Jnp· J51.�_�2:�76.10Q 

12 Ny,·11� .•1�7.�2:2.767,0U 

13 ,K"f!tslk Setantian. 6BV,1 543110 

1< famal'lt!fl -:.)a.6511,b-r�.oo 

13 'ra'as ·115,951.B!l .. OO 

16 1a·as: -$7.V!Ul�t.oo 

.H '$U"ga1 L�bl,119 44lU11.24J,OO 

,a Tnfak 531.022.�45,on 

.18 Sagak 457,799.912.00 

II !,I • • •  l'r' nun I 



NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERiMA JUMIA)1 (Ftp) 

J9S Selliral1!l 818.958.0C�!.OO 

296 Atnbo)IO Salab:1n I <\44.&49.000,00 

;.97 Tem1ang·Sawi 915.372.000.00 

298 T&b�k 974.3,19.0llO.JlO 

29� Arn�yolrili. 1.374.24S,000.ll0 

300 Anlan Rayan 97s,3,Ll,_lf00;00 

3!)1 Penyelio Dangku 721.5l!ll.OOQ,OO 

302 11mang· 869.680.llOO,pa· 

3M Et!Qkadu 936.70.8.000.0.0 

30• Anu1arang 982.5,15.000.00 

305 M.v'_iin 9�.524.000.00 

JO� Rasan sss,ns.om;.oo 

307 Sun98fKe11 ��a:526;000/lCJ 

308 Amboyo tnera 1.404.02&.oo.<ioo 

309 M1lnggu� i_ 117737,0ilQ,OO 

�10 Rept I..QJ"l.�O.OUV,00 

- 
311 Hnlr TehQ"'1 1 078.192.0flll,ll(J. 

�12 Hft1rKamor l 574.Q37.0!)0,QO 

JUMlAlf BANriJ.Arl:K.Ei.!A.Nl:!11.11 PAf;JA SUB KEGIAT.o.N 23S:37.0'.405.500.00 

JUMLAH BAIHUAN .KEUANGAN 'PAOA. W(l'D Badan Pengolol,ean l<euaogo� dan AsQl Oaert� ·1 23f>.Tt0.4of.Mo,oo 

Sal\Mn SMuai" den-gan aslinya· 

,P.11. R.EP:,�IAN HUKllM. 

.Y�A,SH . 
NIP. 1-9831228 2U09U4 2 003 

Kah. Landal<. 19 Desember2QZ4 

Pl Bupau 

TTD 

Dr. GUif�EN NAJ(>JG�OLAN, S.H. M,H11m 



l('ABUPATEN LANPAK 

DAFrAR NAMA PENE_RI_M;)., i"<LAMAT DAN BESA.RAN BELANJA 

SAGI HASIL PAJAK DAERAH KEF!ADA PEMERINTAH DESA 

TAHlJN ANGGARAN 2025 

l..alilJJiren Via Pe.'lliu.oin Ki,pala Dae"'� 

Non,0,1 25 Tat,un 2024 

Tanggal ,e O•••rnoor2024 

NO .NAMA PENERIMA All\MAT PEN�IM,,_ JUMI.AH (�p) 

lllfilSTI l>irncJ'olt,laai, Ke,,a,,gan rlan"""' \;l;l""'h 
- 

l\nijllstr. P.e.renc.anraan (Ian F?enJ�llJr(if'1 Bantu.an Ke\,langa:n 

1 Arrmng 33, 1 ,  2,299 ua· 

2 Arnt)�rena :U._26_2._SO.OO 

' 
3 Enl;ksdU :26:&9U:023.0Q' 

4 H1(1r Kan\Qr 92,l!SI!, 707.{JO, 

s H�l(Tingai, ,�.�e<J.n2.oo 

� R1:tJ� 60t8Ti JfBfi. O() 

r M1,1iMUI< 33,(193.65$,(J(J 

8 �m!,ay,, IJ(an:i :99.956.811100' 

9. SUn!lllJ K'el< 34 ,1l?..J;ji5,0,0 

10, RtH11en 35.37'1 175,00' 

11 Mu'un Z7.720.,76i>,OP 

12' P.enytlha Dangku 22.J:111g�6f.l21DQ' 

13 /!v1lao 'laysn Jl\.7211.9•2.llO 
' 

1:1 Ai'nlla)\l lllil :i7 339,14,to·o 

IS �.b.edok ZS Ollll..S1_2J(IO. 

I�' T an11c1i,g S�w.l 2a.®i·2N,oo 

1.7 lltnl.�:it' s��li'IISD :,s:012. 777 Jlll) 

rs $ellii'MG i-1 6171:!!1,0JJ 

19 Pa!<Wiymn ·39:11lrn 1 a.rw 

- 

J .., Ill] I 11 '" Ill 



NO· ti,I.W. PENERIMA ·A1'61\1AT.PENERII\IA· JUMLl\H (Rp) 

2'15 l;lagek Z.125.228.M 

296 Tolok 2.344.,90:00· 

2W Su1Jg\'.l1 _Luba/lo 2..311�.oo 

298 Ta'eS 2.5'24.�g�_oo 

�99 re'es 1 :114'92:i_,QO 

Jo<i Tern.Ml l.21l0.�lsl.OO 

301 l<era{11 �elsntlan 2.059.BM.OO 

lOl Nv\'ln: 1.221 9·13,00 

3(1'3 �g 2 1'18.077.0.0 

3M Se:fc:,a1i. 2.01 R.12!\,00 

305 Mandor Klru 2 180.461,UU 

30� JOl1mpo 1Jl06 95'!,00 

307 Tubany Ra&n!) ,2, 171.i.tl:O,bo 

w K.e.yu Arft 2,6�5 5•2.DQ 

' 309 Pa'WI& Hiiu 
I 

2 7:E5 • .B9&100 

310 Angun Te1T1bawong 2.244.960.0tl 

311 . s.ara1 Pe1untan 2.600.6,B2,PO 

312. Dam lism I 1.5'19 838.00 

1(-a�. Landa!<. �9.Desemllflr 2024 

Salinan-sesua, den-gan asl,nya Rll KEP�GIAN1 HUKUM. 

YOPITA .. SH 
NIP. 19831228 20_0904 2 003 

PJ B..pa1i, 

1'TQ 

01 .. GUTMEN NAINGG,OLAN:S,H, M.Hun1 

•,l I II l 1 1 1 1 1 1  - , - -1 I[ )rr,�11 I I 


